
TIM REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR : 

80/HK.03.1-Kpt/3504/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI 

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

TULUNGAGUNG TAHUN 2021 

 
ABSTRAK: 

a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Nomor 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  

menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program Reformasi Birokrasi serta 

monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah 

dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah 

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Pembentukan 

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tulungagung  Tahun 2021. 
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